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PUTUSAN 

Nomor: 200/Pdt.G/2021/PA.Utj. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara tertentu 

dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana 

tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai 

berikut: 

Mira Suzana Binti Misdar (Alm), Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu 

Rumah Tangga, Alamat, Dusun Pujud, RT. 003, RW. 003, 

Kelurahan Pujud Selatan, Kecamatan Pujud, Kabupaten 

Rokan Hilir, Provinsi Riau. dalam hal ini diwakili oleh 

kuasanya, FANDI SATRIA, S.H., M.H., dan ROBIN, S.H., 

M.H, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di 

Fandi Satria & Partners (FS&P) Law Firm beralamat di Jalan 

Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung 

Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, 

Riau, Kedepos 28983, E-mail. satriafandi966ymail.com. 

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2021, 

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung 

Tanjung nomor 148/SK/3/2021 tanggal 1 Maret 2021, 

selanjutnya disebut sebagai Penggugat; 

                                 Melawan      

Revi Indra Sari Bin Saripudin (Alm), Umur 41 Tahun, Agama Islam, 

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat, Dusun Pujud, RT. 003, RW. 

003, Kelurahan Pujud Selatan, Kecamatan Pujud, Kabupaten 

Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai 

Tergugat;  
 

Pengadilan Agama tersebut; 

Setelah membaca surat gugatan Penggugat; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Telah mendengar keterangan Penggugat, dan  saksi-saksi; 

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan surat-surat lain dalam 

perkara ini; 

TENTANG DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23  

Februari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung 

Tanjung pada tanggal 02 Maret 2021 dengan register Nomor: 

200/Pdt.G/2021/PA.Utj yang dalil-dalilnya sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 

tanggal 27 Juli 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau 

sebagaimana yang tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : 

127/7/VII/2008, Tertanggal 01 September 2020; 

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan 

Tergugat berstatus Jejaka; 

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

kediaman orang tua Penggugat di Dusun Pujud, RT. 003, RW. 003, 

Kelurahan Pujud Selatan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, 

Provinsi Riau, lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, dan kemudian Tergugat 

pulang  kerumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Pujud, RT. 003, 

RW. 003, Kelurahan Pujud Selatan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan 

Hilir, Provinsi Riau dikarenakan Tergugat mengalami gangguan kejiwaan 

sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;  

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah 

melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba’da dukhul); 

5. Bahwa semasa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu 

orang anak bernama, Afif R. Fazli Bin Revi Indra Sari., lahir pada tanggal 

24 Jani 2009; 

6. Bahwa keaadan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula 

berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat 

dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya 

menjadi tidak harmonis lagi; 

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat 

dengan Tergugat antara lain adalah : 

a. Pada tahun 2009 Tegugat mengalami gangguan kejiwaan yang sulit 

untuk sembuh dan diobati sampai sekarang; 

b. Tergugat telah menjatuhkan Talak kepada Pengugat pada tahun 2009; 

c. Tergugat semenjak 2009 tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin 

kepada Penggugat sampai sekarang. 

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat  sudah pisah tempat tinggal dan tidak 

pernah melakukan hubungan suami istri semenjak terhitung Desember 

2009 sampai sekarang; 

9. Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha 

mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada 

pendirian ingin bercerai; 

10. Bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian apabila Penggugat 

dan Tergugat dipaksakan untuk rukun kembali, akan membawa 

kemudaratan bagi Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memohon 

kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan talak 

satu bain sughra terhadap Tergugat berdasarkan dalil dalam kitab Bidayatul 

Mujtahid Jus II halaman 86 yang artinya, “Pemerintah (Hakim) dapat 

menjatuhkan talak suami, jika datang keadaan madlarat, apabila sudah 

terang tidak dapat dirukunkan kembali.”; 

11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang 

menerangkan bahwa, perceraian dapat terjadi karena alasan  antara suami 

dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada 

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Serta alasan-alasan 

tersebut di atas, maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Cerai; 

12. Bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan tempat kediaman 

berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama, dalam perkara ini Pengadilan Agama Ujung 

Tanjung yang berwenang untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan 

perkara Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat. Maka Penggugat 

mengajukan Gugatan Cerai ini di Pengadilan Agama Ujung Tanjung.  

Bahwa berdasar alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, 

maka dengan ini Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua 

Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkenan untuk menerima, memeriksa dan 

selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut ; 

PRIMAIR : 

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan Perkawinan yang tercatat pada tanggal 27 Juli 2008 yang 

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Kampar 

Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sebagaimana yang tercantum 

dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : 127/7/VII/2008, Tertanggal 01 September 

2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; 

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan 

hukum yang berlaku; 

SUBSIDAIR 

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya 

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat 

Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 148/SK/3/2021 tanggal 1 Maret 2021, 

serta mencocokkan fotokopi Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda 

Pengenal Advokat-advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi 

syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan 

Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap 

panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir di 

persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus 

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke 

persidangan, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bahwa atas kehadiran Penggugat Majelis Hakim telah mendamaikan 

dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga 

yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan 

Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

             Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat 

terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, meskipun 

demikian oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada 

Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku; 
 

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebaga berikut: 

A. Bukti  tertulis: 

-    Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/7/VII/2008, tertanggal 

01 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bermaterai 

cukup sesuai dengan aslinya (bukti P); 

B. Bukti Saksi: 

1. Masrizal bin Misdar,  telah  menerangkan  dibawah   sumpah yang pada 

pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai adik  

kandung Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah pada tahun 

2008; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah 

orangtua Penggugat di Dusun Pujud, RT. 003, RW. 003, Kelurahan 

Pujud Selatan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau 

sampai keduanya berpisah; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan 

harmonis, namun sejak awal tahun 2009 mulai tidak rukun harmonis, 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa saya sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan 

bertengkar; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan   

Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, 

Tergugat ada gangguan jiwa kadang normal, kadang kumat; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 11 tahun 

lamanya, Tergugat pulang kerumah orangtuanya; 

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan, 

namun tidak berhasil; 

2. Ardi Zikri bin Syaripudin telah menerangkan dibawah sumpah yang 

pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya 

sebagai adik kandang Tergugat; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah pada tahun 

2008; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah 

orangtua Penggugat di kediaman orang tua Penggugat di Dusun Pujud, 

RT. 003, RW. 003, Kelurahan Pujud Selatan, Kecamatan Pujud, 

Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai keduanya berpisah; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan 

harmonis, namun sejak 11 tahun yang lalu mulai tidak rukun harmonis, 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa saya sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan 

bertengkar; 

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan   

Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, 

Tergugat ada gangguan jiwa kadang normal, kadang kumat; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 11 tahun 

lamanya, Tergugat pulang kerumah orangtuanya; 

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan, 

namun tidak berhasil; 

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan 

dan tidak membantahnya; 

Disclaimer
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Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah 

diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat 

tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini; 

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada 

berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini; 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat 

sebagaimana telah diuraikan di atas;  

Menimbang, Bahwa Ketua Majelis telah membaca dan meneliti 

keabsahan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2021, yang terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 148/SK/3/2021 tanggal 

1 Maret 2021, serta mencocokkan fotokopi Pengambilan Sumpah dan fotokopi 

Kartu Tanda Pengenal Advokat-advokat dengan aslinya, dan ternyata telah 

memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat 

telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya 

panggilan tersebut dipandang resmi dan patut; 

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang 

tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan 

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 

Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan 

dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);  

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan 

maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide Pasal 7 Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, namun demikian Majelis 

Hakim tetap mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar 

menangguhkan gugatannya dan kembali rukun serta tetap mempertahankan 

rumah tangga yang ada akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, telah sesuai 

dengan penafsiran dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 
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Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat serta 

keterangan Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi 

alasan pokok perceraian yang diajukan Penggugat adalah agar Penggugat 

diceraikan dari Tergugat karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun 

dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam 

bagian tentang duduk perkara; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil 

gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P), dan 2 

(dua) orang saksi;  

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan 

formil  pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya; 

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat 

dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan 

Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian secara materil telah 

terpenuhi, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak 

yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio); 

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Penggugat, telah 

memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan 

dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil 

dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya; 

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan saksi II yang merupakan 

adik kandung Penggugat dan adik kandung Tergugat adalah berdasarkan 

pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri 

oleh saksi, ternyata saksi a quo dapat menjelaskan penyebab (Vreem de 

Oorzaak) dan akibat hukum (Rechts Gevolg) dari ketidakrukunan dalam rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat 
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tinggal antara keduanya serta keluarga sudah mendamaikan, karenanya 

keterangan saksi a quo dapat dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi 

ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di 

dalamnya bersifat bebas (vrij bewijs kracht). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat 

(1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat 

diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung 

dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa 

dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I, dan 

saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah 

tepat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi; 

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang 

pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan 

belum pernah bercerai; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada 

kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 11 tahun lamanya; 

- Bahwa pihak kelurga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha 

mendamaikan namun tidak berhasil; 
 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim 

berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal         

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf          

(f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering 

terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan 

Tergugat telah berpisah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan 

bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi 

pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk di pertahankan lagi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah 

tangga Penggugat dengan Tergugat  sudah senyatanya tidak terwujud lagi 

tujuan perkawinan,  sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 

serta  Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:  

لقوم  ورحمة ان  في ذلك لايات  مودة  كم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكمومن اياته ان خلق ل

      يتفكرون.    

Artinya:  “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan  

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum  

tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan 

berdasar hukum untuk mengabulkan petitum primair gugatan Penggugat point 

(1) dan point (2) secara verstek dengan diktumnya menjatuhkan  talak 1 (satu)  

ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;  

Menimbang, bahwa tentang petitum primair gugatan Penggugat point 

(3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada 

Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam 

perkara ini; 

Menimbang, bahwa karena gugatan primair Penggugat telah dikabulkan, 

maka gugatan subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi; 

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan dalil-dalil syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.  

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil  secara resmi dan  patut  untuk meng- 

 hadap ke persidangan tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Revi Indra Sari Bin 

Saripudin) terhadap Penggugat (Mira Suzana Binti Misdar); 
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4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp.820.000.00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).                                                                 

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung dalam rapat per- 

musyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 10 Sya’ban 1442 Hijriah oleh kami: Tirmizi, S.H., 

M.H sebagai Hakim Ketua, Adam Wahid Pangaji,L.C.,M.S.I dan Rizal Sidiq 

Amin, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut 

dibacakan pada hari iru juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim 

Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh Helmi Cendra,S.Ag.,M.H 

sebagai Panitera dengan dihadiri kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.  

Hakim Anggota:                                                           Hakim Ketua,     

         ttd                                                                               ttd 

  

Adam Wahid Pangaji,L.C.,M.S.I.                               Tirmizi, S.H.,M.H. 

Hakim Anggota:                                                           

        ttd 

                                                                                    Panitera   

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.                                                    ttd 

                                                                                    Helmi Cendra, S.Ag.,M.H.                                                                                                                                                    

 Perincian Biaya: 

1.   Biaya pendaftaran               Rp  30.000.00 

2.   Biaya ATK                           Rp  50.000.00   

3.   Biaya Panggilan P/T           Rp700.000.00 

4.  Biaya PNBP            Rp  20.000.00   

5.   Biaya Redaksi                   Rp  10.000.00 

6.  Biaya Materai.                     Rp   10.000.00 

 Jumlah                                 Rp820.000.00 

Ujung Tanjung, 24 Maret 2021 

Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung 

 

 

 

Helmi Cendra, S.Ag.,M.H. 
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